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ABSTRACT

This study aims to analyze the management of collaboration between local government,
private sector, farmer groups, and the Indonesian Army (KODIM 0609/Cimahi) in the
development of rice commodities in Lembang Subdistrict, West Bandung Regency. The
research used a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were
collected through in-depth interviews, observations, and policy documentation.Results
show the local government acts as a facilitator and coordinator. Collaboration involves
government, farmer groups, agricultural extension officers, private sector, and KODIM
Cimahi as a mover, mentor, and unifier, particularly in supporting the intensification and
extensification of rice fields. Key success factors include inter-actor trust, communication,
policy and budget support, and the commitment of the Indonesian Army through TMMD
and Binter programs targeting rice farming infrastructure. Obstacles include cross- sector
coordination, conversion of agricultural land, and suboptimal collaboration
evaluation.Recommendations include strengthening collaborative forums by structurally
involving KODIM, co-funding schemes to maintain productive land, enhancing extension
officer capacity in synergy with Babinsa, and results-based monitoring specifically for food
security.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen kolaborasi antara pemerintah daerah,
swasta, kelompok tani, dan KODIM 0609/Cimahi dalam pengembangan komoditas padi
di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan
kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi kebijakan. Hasil menunjukkan pemerintah daerah
berperan sebagai fasilitator dan koordinator. Kolaborasi melibatkan pemerintah,
kelompok tani, penyuluh, swasta, dan KODIM Cimahi sebagai penggerak, pendamping,
dan pemersatu, khususnya dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sawah.
Faktor kunci keberhasilan adalah kepercayaan antaraktor, komunikasi, dukungan
kebijakan dan anggaran, serta komitmen TNI AD dalam program TMMD dan Binter yang
menyasar infrastruktur pendukung padi. Kendala meliputi koordinasi lintas sektor, alih
fungsi lahan sawah, dan evaluasi kolaborasi yang belum optimal. Rekomendasi mencakup
penguatan forum kolaborasi dengan melibatkan KODIM secara struktural, skema
pendanaan bersama untuk menjaga lahan produktif, peningkatan kapasitas penyuluh
bersama Babinsa, dan monitoring berbasis hasil khusus untuk ketahanan pangan.

Kata Kunci: manajemen pemerintahan, kolaborasi pertanian, TNI AD, KODIM Cimahi.

PENDAHULUAN
Ketersediaan pangan global saat ini sedang menghadapi tantangan

besar. Perubahan iklim El Nino dan La Nina, konflik geopolitik, serta
kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain menjadi faktor utama yang
menyebabkan turunnya ketersediaan pangan dunia. Ketersediaan pangan
masa depan di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak untuk
diatasi. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030-2040, Indonesia akan
menjadi salah satu negara dengan populasi penduduk yang sangat besar.
Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 297 juta, hal ini
menyebabkan Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam
memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh warganya. Pertumbuhan
penduduk yang berdampak pada pembangunan industri dan pemukiman
sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor pertanian, khususnya
produksi padi karena menyebabkan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan
non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian dan ketahanan
pangan nasional.

Selanjutnya sejalan dengan dinamika perintah Presiden Republik
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Indonesia ditargetkan Indonesia mampu mencapai Swasembada Pangan di
tahun 2025 yaitu mampu menyiapkan ketersediaan untuk kebutuhan
pangan pokok khususnya padi, memiliki cadangan pangan untuk antisipasi
keadaan darurat dan mampu mengekspor beras untuk memenubhi
kebutuhan negara lain. Di satu sisi Kementerian Pertanian RI sebelumnya
sudah merencanakan program pencapaian swasembada pangan selama 4
(empat)

tahun ke depan sampai dengan tahun 2029. Dihadapkan dengan
perintah dari Presiden RI untuk dapat mencapai Swasembada Pangan di
tahun 2025 maka dibutuhkan akselerasi yang komperhensif dan integral
dari seluruh komponen bangsa. Sehingga Kementerian Pertanian RI
memandang perlu adanya pendampingan TNI AD dalam proses menuju
pencapaian Swasembada Pangan tersebut di tahun 2025. Peningkatan
produksi padi diharapkan dapat menjawab tantangan meningkatnya
kebutuhan pangan nasional dari tahun ke tahun. Adapun peningkatan
produksi padi dapat dicapai dengan meningkatkan indeks pertanaman dan
produktivitas padi yang berkelanjutan dan efisien.

Dalam rangka pengawalan dan pendampingan swasembada pangan
diperlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak salah satunya dengan TNI
khususnya TNI AD. Secara struktural TNI AD memiliki gelar satuan
komando kewilayahan (Satkowil) tersebar di seluruh Indonesia yaitu
Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), dan
Komando Distrik Militer (Kodim). Gelar kekuatan Satkowil tersebut
tersebar di seluruh Provinsi sampai dengan Kabupaten. Kodam III/Slw
memiliki gelar kekuatan Satkowil yang bertanggung jawab pada wilayah
teritorial Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk di dalamnya KODIM
0609/Cimahi yang memiliki tanggung jawab wilayah teritorial meliputi
Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dimana Kecamatan Lembang
adalah bagian dari pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Sektor
pertanian, khususnya komoditas padi, memiliki peran strategis bagi

ketahanan pangan di Kecamatan Lembang. Meskipun dikenal dengan
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kawasan agrowisata dan hortikultura, Lembang masih memiliki hamparan
sawah yang perlu dijaga kelestarian dan produktivitasnya. Kompleksitas
masalah yang dihadapi, seperti tekanan alih fungsi lahan, fluktuasi harga,
dan kebutuhan irigasi yang handal, menuntut kolaborasi multi-aktor antara
pemerintah daerah, kelompok tani, penyuluh, swasta (penyedia input dan
offtaker), dan institusi strategis seperti TNI AD dalam hal ini KODIM
memiliki tanggung jawab wilayah teritorial dan program pembinaan
teritorial (Binter) yang dapat dimobilisasi untuk mendukung ketahanan
pangan daerah. Penelitian ini menganalisis manajemen kolaborasi tersebut
dengan menitikberatkan pada sinergi antara otoritas sipil dan kemiliteran
dalam pengembangan pertanian padi.

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam
penelitian ini berfokus pada manajemen kolaborasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan pertanian padi di
Kecamatan Lembang, khususnya sinergi dengan Kodim 0609/Cimahi
dalam upaya mewujudkan swasembada pangan wilayah. Selain itu,
penelitian ini juga menelaah strategi yang diterapkan untuk mendukung
terwujudnya swasembada pangan di Kecamatan Lembang serta
kontribusinya terhadap swasembada pangan nasional, khususnya pada
komoditas padi. Permasalahan lainnya berkaitan dengan bagaimana
pemberdayaan masyarakat dilakukan guna mendorong partisipasi aktif
dalam pembangunan pertanian sebagai bagian dari pencapaian
swasembada pangan wilayah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas
kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI Angkatan
Darat, serta pemangku kepentingan terkait dalam sektor pangan. Penelitian
ini juga bertujuan mengkaji peran dan efektivitas Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Barat bersama TNI AD, khususnya Kodim
0609/Cimahi, dalam mendukung pencapaian swasembada pangan wilayah
pada komoditas padi, serta menganalisis kontribusi masyarakat dan pihak

swasta, terutama kelompok tani, dalam kolaborasi tersebut. Adapun
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manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan melalui integrasi berbagai teori
pemerintahan dan ketahanan pangan, sekaligus memberikan manfaat
praktis berupa rekomendasi kebijakan berbasis data bagi pemerintah dan
TNI AD, serta menjadi rujukan atau studi perbandingan bagi instansi lain
dalam merancang dan melaksanakan program kolaboratif di bidang

pangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen pemerintahan daerah dipahami sebagai proses
pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan
melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan
(Terry dalam konteks manajemen). Pemerintahan, menurut C.F. Strong,
memiliki kewenangan fundamental dalam menjaga keamanan, membuat
regulasi, dan mengelola keuangan negara guna menyelenggarakan
kepentingan publik. Dalam konteks desentralisasi, manajemen
pemerintahan daerah tidak lagi berorientasi pada kepatuhan administratif
semata, melainkan pada result-oriented governance yang menekankan
hasil, partisipasi, transparansi, dan kolaborasi (Dwiyanto, 2005).
Pemerintah daerah berperan strategis dalam pembentukan regulasi,
perumusan kebijakan pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik
yang berkualitas (Anugerah, 2012), dengan fungsi utama sebagai penyedia
layanan publik, pemberdaya masyarakat, dan regulator. Pelaksanaan fungsi
tersebut harus berada dalam kerangka otonomi daerah yang bertanggung
jawab dan dijalankan oleh aparatur profesional serta akuntabel (Ibnu
Redjo, 2018), guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan (Sandiasa & Agustana, 2018).

Konsep collaborative governance berkembang sebagai respons atas
keterbatasan model pemerintahan hierarkis dan birokratis. Ansell dan Gash
(2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai pengaturan di mana

pemerintah secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses
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pengambilan keputusan publik yang formal dan berbasis konsensus.
Pendekatan ini menuntut perubahan struktur organisasi menuju pola yang
adaptif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja (Sedarmayanti, 2012), serta
mendorong kerja sama lintas wilayah dan lintas aktor untuk meningkatkan
efektivitas pembangunan dan pelayanan publik (Sandiasa, 2016). Smith
(1985) menekankan pentingnya kolaborasi dalam konteks otonomi daerah,
terutama terkait pengembangan ekonomi, manajemen sumber daya,
egalitarianisme, dan profesionalisme pemerintahan. Namun, praktik tata
kelola kolaboratif juga menghadapi tantangan, sebagaimana ditunjukkan
oleh penelitian Larsson dan Sjoqvist (2022) di Swedia yang menemukan
bahwa kolaborasi tanpa kejelasan mandat dan kepemimpinan berisiko
hanya menciptakan ilusi kesiapan ketahanan pangan.

Dalam konteks ketahanan pangan, kolaborasi lintas sektor menjadi
semakin penting seiring meningkatnya krisis pangan global dan masuknya
isu ketahanan pangan dalam agenda Sustainable Development Goals (Lele
& Goswami, 2013). Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan,
tetapi juga aksesibilitas, stabilitas, dan kualitas pangan, yang hanya dapat
dicapai melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor
pendukung lainnya (Mujiburrohman, 2021). Di Indonesia, TNI Angkatan
Darat memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan
melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan pembinaan teritorial
(Binter) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2004, yang
dijalankan secara berjenjang hingga tingkat Kodim (Indriastuti et al.,
2023). Susilowati (2021) menegaskan bahwa keberhasilan ketahanan
pangan daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah
daerah, lembaga pendukung, dan petani dalam kerangka multi-stakeholder
agricultural collaboration. Dalam sistem desentralisasi (UU No. 23 Tahun
2014), kolaborasi menjadi strategi utama untuk mengatasi keterbatasan
kapasitas daerah, memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan
kebijakan pangan berbasis lokal, melibatkan aktor non-pemerintah, serta

mengoptimalkan peran penyuluh dan Babinsa (Susilowati, 2021). Peran
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TNI AD dalam pembangunan semakin diperkuat melalui Perkasad No. 2
Tahun 2021 tentang Pembinaan Teritorial, yang menempatkan Babinsa
sebagai garda terdepan dalam membangun kemanunggalan TNI dengan
rakyat dan mendukung stabilitas serta kesejahteraan masyarakat (Susanto

& Suharnoko, 2023; Turnip, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara
mendalam dari perspektif informan (Arikunto, 2006). Pendekatan
kualitatif dipilih karena mampu menggali pandangan, pengalaman, dan
persepsi informan terkait kolaborasi dalam pengembangan pertanian padi.
Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kecamatan Lembang,
Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan tujuan penelitian (Singarimbun
& Effendi, 1995). Informan dipilih berdasarkan kapasitas dan pengetahuan
mereka terhadap program swasembada pangan, meliputi Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, penyuluh
pertanian lapangan, ketua kelompok tani padi, perwakilan koperasi atau
pengepul padi, perangkat desa, serta unsur TNI melalui Danramil dan
Babinsa. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder
dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Namun, karena
keterbatasan akses wawancara tatap muka, penelitian ini lebih menekankan
studi dokumentasi terhadap dokumen resmi dan sumber sekunder yang
relevan (Arikunto, 2006; Singarimbun & Effendi, 1995).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu
pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan
Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan
dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Kerangka teori
penelitian dibangun dari kondisi empiris Kecamatan Lembang yang
menghadapi tantangan alih fungsi lahan, keterbatasan irigasi, dan

fragmentasi kebijakan, sehingga memerlukan model manajemen kolaborasi
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lintas sektor. Kerangka konseptual ini disintesis dari Teori Manajemen
Pemerintahan Daerah yang menekankan efektivitas tata kelola dan
koordinasi antarinstansi (Dwiyanto, 2005), Teori Collaborative Governance
yang menyoroti pentingnya kolaborasi dan kepemimpinan fasilitatif dalam
pengambilan keputusan bersama (Ansell & Gash, 2008), Teori Kolaborasi
Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menekankan integrasi kebijakan
dan partisipasi petani (Susilowati, 2021), serta Peraturan Kepala Staf
Angkatan Darat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembinaan Teritorial sebagai
dasar normatif peran TNI AD dalam mendukung ketahanan pangan

wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen kolaborasi Pemerintah.

Ketahanan pangan menjadi isu krusial di era globalisasi ini. Salah
satu pilar penting untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah
swasembada pangan. Lebih dari sekadar kemampuan memproduksi
makanan sendiri, swasembada pangan mencerminkan kemandirian suatu
negara dalam memenuhi kebutuhan pangannya tanpa bergantung secara
signifikan pada impor. Kondisi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari
ketersediaan sumber daya alam, teknologi pertanian, kebijakan
pemerintah, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mencapai swasembada
pangan bukan hanya tentang kuantitas produksi, tetapi juga kualitas,
keberlanjutan, dan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan Masyarakat
(Subari, 2025). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan
swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama dalam Asta Cita. Sejak
awal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa amanat konstitusi harus
diwujudkan dengan menghadirkan negara untuk menjamin kebutuhan
dasar rakyat, terutama pangan dan pendidikan. Bagi Prabowo, kedua hal ini
merupakan fondasi kesejahteraan bangsa sekaligus syarat mutlak untuk
membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR/DPR, Presiden
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menekankan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan
negara. Karena itu, pemerintah mengambil langkah besar dengan
meningkatkan produksi beras dan jagung, memperluas lahan pertanian,
hingga menyesuaikan harga gabah agar petani lebih sejahtera. Langkah-
langkah tersebut diarahkan untuk memastikan Indonesia tidak bergantung
pada impor sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik.
Pemerintah mengalokasikan perhatian besar dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dana jumbo dipersiapkan untuk
memperkuat cadangan pangan nasional. Dalam rancangan tersebut, alokasi
Rp53,3 triliun diperuntukkan bagi lumbung dan cadangan pangan,
sedangkan subsidi pupuk mencapai Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton.
Selain itu, Bulog diperkuat perannya dengan anggaran Rp22,7 triliun agar
dapat menjaga stok pangan, melindungi petani, sekaligus memastikan daya
beli masyarakat tetap terjaga. Prabowo memandang bahwa kebijakan besar
tidak akan berjalan efektif jika regulasi masih berbelit. Karena itu, sejak
awal 2025 pemerintah memutuskan untuk memangkas 145 aturan
penyaluran pupuk yang dinilai terlalu rumit. Hasilnya terlihat nyata.
Produksi beras meningkat, stok di gudang pemerintah melonjak hingga
lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan harga tetap stabil.
Kondisi ini memberi harapan besar bagi petani, sekaligus menjadi bukti
bahwa kebijakan yang tepat dapat langsung berdampak pada kesejahteraan
rakyat. Langkah selanjutnya adalah mempercepat pencetakan lahan baru
dan penyediaan fasilitas pertanian modern. Pemerintah menjamin harga
pembelian gabah agar petani tetap untung, sekaligus menyiapkan
pembiayaan murah sehingga mereka dapat mengembangkan usaha
taninya. Dengan kebijakan ini, kedaulatan pangan yang menjadi impian
lama bangsa Indonesia kini semakin dekat untuk diwujudkan. Keseriusan
pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan juga terlihat melalui
pembentukan tim khusus. Presiden menugaskan Menteri Koordinator
Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai ketua tim percepatan swasembada

pangan, energi, dan air nasional. Penugasan ini didasarkan pada Keputusan
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Presiden Nomor 19 Tahun 2025, dengan tujuan agar koordinasi antar
kementerian dan lembaga lebih terarah. Tugas tim ini tidak kecil karena
harus mengoordinasikan 27 kementerian dan lembaga agar bergerak dalam
satu visi yang sama (Baderi, 2025).

TNI AD menyambut baik program swasembada pangan dari
pemerintah. Sebagai bagian integral dari komponen utama pertahanan,
TNI AD memandang Krisis pangan global yang disebabkan oleh konflik
geopolitik, disrupsi rantai pasok, perubahan iklim ekstrem, dan pandemi
telah menunjukkan bahwa ketersediaan pangan merupakan isu keamanan
nasional. Indonesia, sebagai negara agraris dengan populasi besar, tidak
hanya harus menjamin kecukupan pangan dalam negeri, tetapi juga
mengamankan cadangan logistik strategis nasional untuk menghadapi
situasi darurat. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat (TNI AD) memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan
pangan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. TNI AD melalui
pendekatan Pembinaan Teritorial (Binter) telah aktif mendukung program
ketahanan pangan, khususnya program swasembada padi dan pertanian
terpadu di tingkat kabupaten, desa dan kelompok tani. Selain itu, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
(PSDN) untuk pertahanan negara menegaskan bahwa sumber daya alam
seperti lahan dan air serta sumber daya manusia seperti petani dan aparat
kewilayahan dapat didayagunakan untuk mendukung pertahanan negara.
Dengan  landasan  tersebut, kolaborasi TNI =~ AD  dengan
Kementerian/Lembaga (Kementan, PTPN, BULOG, BGN dan Pemda)
menjadi kunci dalam mengakselerasi program swasembada padi sebagai
bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, searah
dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Kabinet
Merah Putih 2024-2029 menegaskan bahwa ketahanan pangan

merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Cita ke-3 menekankan
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kemandirian dan kedaulatan pangan berbasis desa dan wilayah, sementara
Cita ke-6 menekankan penguatan ketahanan nasional dan pertahanan
negara. Kedua cita tersebut memberikan mandat langsung kepada TNI AD
untuk mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem ketahanan
pangan wilayah. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman,
menegaskan pentingnya Kkolaborasi lintas sektor dalam mendukung
prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, sebagaimana arahan
Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu Kementerian Pertanian (Kementan)
bersama TNI AD sepakat untuk menjalankan langkah-langkah strategis
guna mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Mentan
Amran menyampaikan bahwa percepatan swasembada pangan
membutuhkan penguatan sinergi antara Kementan, TNI AD, Kementerian
PU, dan lembaga terkait lainnya. Ia menekankan bahwa TNI AD tidak hanya
memberikan pendampingan, tetapi juga terlibat langsung dalam
pengawalan program peningkatan produksi padi di lapangan (Pertanian,
2024).

Pemerintah pusat dalam hal ini dikoordinir oleh Kemenko Pangan
mendorong kolaborasi berbagai elemen kelembagaan negara untuk
bersama-sama mendukung program swasembada pangan sebagai tanggung
jawab bersama. "Kita harus awasi bersama-sama, tidak mungkin
pemerintah  pusat saja, begitupun pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota, karena yang mencakup swasembada pangan seluruh
pemangku kebijakan terkait " (Panggabean, 2025). Sejalan dengan hal
tersebut Kementerian dalam negeri juga gayung bersambut dalam
dukungannya dalam program pemerintah swasembada pangan. Terkait hal
itu dalam kesempatan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2024, Mendagri
pun mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah mendukung agar target
swasembada pangan bisa tercapai. "Swasembada pangan. Jadi kita-kita
pemerintah daerah tolong didukung. Ini leadingnya adalah Menteri
Pertanian dan di bawah koordinasi dari Menteri Koordinasi Bidang Pangan

Bapak Zulkifli Hasan. Jadi kalau sudah ada kunjungan Menteri Pertanian
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kemudian Menko Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan saya mohon dengan
kepala daerah dampingi, paling tidak Kepala Dinas Pertanian Pangan ini
hadir dan sampai enggak hadir," (KBRprime, 2024)

Dengan melihat uraian di atas secara garis besar sudah dapat kita
lihat bersama, bahwa Kementerian/Lembaga terkait mendukung secara
totalitas kebijakan pemerintah dalam pencapaian Swasembada Pangan. Hal
ini memang tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak saja, namun dibutuhkan
kolaborasi yang utuh, integral, holistik dan komperhensif. Kementerian
Pertanian RI terlihat sebagai leading sektor mengusung beberapa program
strategis pertanian dengan menggandeng Kementerian / lembaga lain. Hal
yang menarik dan yang akan menjadi sorotan adalah Kementan RI
sebenarnya sudah memiliki Renstra dalam rangka pencapaian Swasembada
Pangan sampai dengan tahun 2029, namun Renstra tersebut ternyata harus
diakselerasi karena sesuai perintah presiden RI, Swasembada Pangan harus
tercapai di tahun 2025. Dengan demikian Kementan RI mengajak berbagai
pihak terkait untuk berkolaborasi termasuk salah satunya dengan TNI AD
agar akselererasi tersbut dapat dilaksanakan dan target tercapai. Mulai dari
tahun 2024 tercatat Kementan RI telah melaksanakan MoU adan
Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tidak tertinggal juga kolaborasi dengan
Kementerian Dalam Negeri dilakukan karena rencana strategis yang sudah
disusun tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan pemerintah
daerah. Karena pada dasarnya di tingkat daerah merupakan eksekutor yang
menentukan keberhasilan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.
Dengan demikian TNI AD yang memiliki garis komando tegak lurus sampai
dengan tingkat desa (Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa) dapat
berkolaborasi dengan baik dengan struktur organisasi pemerintahan yang
ada (Provinsi- Kabupaten-Kecamatan-Kelurahan-Desa) dalam rangka
bersinergi dengan program Kementan RI yang secara tugas dan fungsi
dilaksanakan oleh Distan Provinsi-Distan Kabupaten-BPP Kecamatan-PPL
Desa. Dengan demikian kolaborasi yang terjalin di tingkat pemerintah

pusat dengan Kementerian lembaga, diharapkan dilanjutkan ditingkat
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daerah. TNT AD sampai dengan tingkat Koramil-Babinsa berfungsi sebagai
katalis, pendamping dan pengawal sehingga kolaborasi dan kegiatan
strategis bidang pertanian untuk swasembada pangan antara unsur
Kementerian / lembaga di daerah dengan unsur pemerintah daerah dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dimana salah satu
wilayahnya yaitu kecamatan lembang adalah bagian struktural
pemerintahan. Dalam tugas pelayanan publik diharapkan juga dapat
berkolaborasi  sesuai  tataran tingkatan kewenangan dengan
instansi/lembaga terkait. Instisuti TNI AD yang memiliki wilayah teritorial
yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat dan
Kecamatan Lembang adalah Kodim 0609/Cimahi. Swasembada Pangan
Padi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, dimana dalam
implementasinya berpedoman pada manajemen pemerintahan daerah.
Menurut Dwiyanto, manajemen pemerintah daerah tidak sekadar
berorintasi pada administrasi formal dan kepatuhan prosedur birokrasi,
tetapi menekankan pentingnya manajemen public yang berorientasi pada
hasil (result oriented governance), partisipatif, transparan, dan kolaboratif.
(Dwiyanto, 2005). Dalam hal Swasembada Pangan Daerah, Pemerintah
daerah sKAbupaten Bandung Barat dituntut secara aktif dan positif dalam
kaitannya dengan fungsi pemerintah daerah utamanya dalam bidang
perekonomian (Anugerah, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan kerangka landasan hukum (peraturan daerah).
Melalui kebijakan, peraturan daerah yang selaras dengan
kebijakan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian
Pertanian RI yang memiliki program strategis pertanian yang
pada pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh unsur
pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Bandung
Barat-BPP Kecamatan dan PPL pada tingkat Desa dengan
memberdayakan warga masyarakatnya yaitu para petani /

kelompok tani. Secara nyata di lapangan dapat dilihat bagaimana
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Pemda memiliki peran yang vital dalam mengelola lahan
sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang hanya
menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, namun tidak
berpihak pada ketersedian pangan wilayah dalam hal ini adalah
lahan pertanian.

2. Penyusunan kebijakan publik dan rencana Pembangunan daerah
jangka menengah. Hal ini diimplementasikan bagaimana
kebijakan publik yang mengarah dan mendukung serta berpihak
pada terselenggaranya swasembada pangan.

3. Menyediakan pelayanan publik kepada Masyarakat secara cepat,
murah, dan bermutu. Hal ini diimplementasikan dengan
pelayanan pada pengurusan CPCL (Calon Petani Calon Lahan)
bagi Poktan, sehingga Poktan tersebut resmi dan terdaftar.

Manajemen inilah yang dapat dikolaborasikan dengan Kodim

0609/Cimahi serta stakeholder terkait guna melaksanakan tiga fungsi
utama:

a. Fungsi pelayanan publik (memberikan layanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur).

b. Fungsi pemberdayaan masyarakat (mendorong partisipasi dan
kemandirian warga dalam pembangunan).

c. Fungsi pengaturan (regulatory) (membuat kebijakan dan

peraturan yang mendukung tata kelola lokal).

Strategi pencapaian Swasembada Pangan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian Swasembada
Pangan merupakan program strategis pusat dalam hal ini Kementan RI yang
dilaksanakan sampai dengan tingkat daerah meliputi tiga kegiatan, yaitu
Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, Optimasi Lahan (Oplah) Dan Cetak Sawah
Rakyat (CSR), dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Luas Tambah Tanam (LTT) Padi. Suatu  kegiatan memaksimalkan

dan mengoptimalkan penanaman padi pada tipe lahan sawah
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reguler/sawah irigasi yang sudah ada selama ini dan terdata dalam LBS

(Luas Baku Sawah) yang ada di Indonesia. Kegiatan ini adalah bagian

dari Intensifikasi Lahan yaitu mengoptimalkan produksi padi dengan

tidak menambah luas lahan namun menambah luas tanam dalam arti
dalam satu tahun yang awalnya hanya satu kali tanam (IP1)
ditingkatkan menjadi dua kali tanam (IP2), yang awalnya dua kali
tanam (IP2) ditingkatkan menjadi tiga kali tanam (IP3) serta dengan
melihat beberapa pertimbangan wilayah dapat ditingkatkan menjadi
empat kali tanam (IP4). LTT padi merupakan bagian dari Intensifikasi

Lahan yaitu pengelolaan lahan yang sudah ada (eksisting) untuk

meningkatkan produksi padi tanpa menambah luasan lahan.

Keterlibatan TNI AD dalam hal ini khususnya Kodim adalah

mengerahkan personelnya yaitu Danramil dan Babinsa untuk

mendampingi Poktan dalam melaksanakan penanaman padi di wilayah
sesuai target luas tambah tanam masing-masing wilayah. Target luas
tanam secara nasional yaitu 17 ribu Ha, namun dalam dinamika
perjalanan kegiatan mulai Februari 2025, target per wilayah fluktuatif
sesuai dengan target kesanggupan wilayah. Pendataan luas tambah
tanam dilaksanakan setiap hari melalui laporan PJ (Penanggung

Jawab) masing-masing provinsi yaitu personel Kementan RI (eselon

II/III) secara vicon/Daring. Tugas pendampingan yang dilaksanakan

yaitu:

a. Babinsa bersama PPL mendampingi dengan mendorong Poktan
untuk senantiasa menanam padi dalam musim tanam selama satu
tahun (2025). Musim tanam masing-masing wilayah bervariasi
sesuai kultur tanam di wilayah, rata-rata antara 1 sampai dengan 3
musim tanam. Wilayah yang musim tanam hanya 1 kali tanam
dalam satu tahun diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 2 kali
tanam, yang 2 kali tanam diupayakan menjadi 3 kali tanam dan
dengan kondisi tertentu diupayakan yang 3 kali tanam menjadi 4

kali tanam (hal khusus dengan mempertimbangkan kondisi tanah
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dan kearifan lokal tanam setempat serta lingkungan yang
mendukung). Dengan demikian Indeks Pertanaman (IP) dapat
meningkat.

Babinsa bersama PPL saling berkoordinasi di lapangan sehingga
tidak ada lahan sawah yang terlewat untuk ditanami padi. Selalu
monitor dan menyisir wilayah masing-masing sehingga diyakinkan
seluruhnya dapat ditanam padi dengan maksimal.

Babinsa berkoordinasi dengan PPL untuk menyamakan data harian
luas tanam yang diperoleh untuk dilaporkan secara berjenjang (PPL
melaporkan ke BPP Kecamatan dilanjutkan ke Distan Kab/Kota,
data Kab/Kota dihimpun oleh PJ Provinsi untuk dilaporkan ke
Kementan, sedangkan Babinsa dilaporkan ke Koramil selanjutnya
ke Kodim untuk dimasukkan ke format laporan Google Spreadsheet
LTT dari Sterad yang dapat dimonitor oleh Korem dan Kodam
sebagai fungsi kontrol).

Babinsa/Danramil/Dandim ikut membantu mencari solusi kepada
PPL, BPP dan Distan Kab/Kota jika di wilayahnya terjadi kendala
dalam kegiatan luas tambah tanam terkait kebutuhan Alsintan,
Benih, Pupuk, Irigasi (Sarana Produksi), jika diluar kemampuan

makan melaporkan ke Korem, Kodam dan Sterad.

Optimasi Lahan (Oplah). Optimasi lahan merupakan kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan lahan sawah
dengan fokus kegiatan penyiapan lahan dan pembangunan atau
rehabilitasi konstruksi yang dapat menata air yang dibutuhkan untuk
memfasilitasi kegiatan pertanaman di lahan rawa maupun non rawa.
Optimasi Lahan merupakan bagian dari Intensifikasi Lahan yaitu
pengelolaan lahan yang sudah ada (eksisting) baik lahan sawah rawa
maupun lahan non rawa/kering/tadah hujan, untuk meningkatkan
produksi padi tanpa menambah luasan lahan. Target Kementan untuk
Oplah tahun 2025 sebesar 3 juta Ha lahan sawah. Oplah dibagi menjadi
2 yaitu Oplah Lahan Rawa dan Oplah Lahan Non Rawa (Sawah
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Kering/Tadah Hujan). Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh

Kodim yaitu:

a. Oplah Lahan Rawa. Berdasarkan kesepakatan dengan Kadistan
Kab./Kota sebagai PPK, Kodim melaksanakan swakelola tipe 2 untuk
melaksanakan pembangunan konstruksi air di lahan sawah sebagai
bagian dari tahap olah tanah. Anggaran yang dikelola senilai 4,6 juta
rupiah per Ha. Kontrak swakelola tipe 2 yang dilakukan oleh Kodim
dengan Distan berdasarkan Survey Investigasi Design (SID) yang
dibuat oleh Distan Provinsi bersama dengan akademisi/perguruan
tinggi sesuai rekomendasi dari Kementan. Setelah SID terbit
dilanjutkan dengan kontrak swakelola tipe 2 dan pekerjaan lapangan
oleh Kodim sebagai tim pelaksana swakelola. Pekerjaan konstruksi
yang dikerjakan antara lain pembuatan tanggul- tanggul pengairan,
pintu air, jalan usaha tani, pembersihan/normalisasi irigasi,
pembuatan rumah pompa air dan pekerjaan konstruksi lain yang
dapat mendukung peningkatan indeks pertanaman di lahan
tersebut. Setelah konstruksi selesai maka dilanjutkan kegiatan olah
tanam oleh Poktan dengan anggaran 900 ribu rupiah per Ha.

b. Oplah Lahan Non Rawa. Sesuai dengan Juknis Oplah Non Rawa,
Kodim hanya melaksanakan pendampingan seperti yang dilakukan
dalam kegiatan pendampingan LTT Padi Reguler. Pada Oplah Non
Rawa dilaksanakan Swakelola tipe 4 yang dikerjakan oleh Poktan.
Jika Poktan tidak sanggup atau tidak memiliki kapasitas dalam
mengerjakan konstruksi maka pekerjaan dapat dilaksanakan oleh
Brigade Pangan yang dibentuk oleh Kementan mulai dari olah lahan
sampai dengan olah tanam dengan melibatkan Poktan setempat.
Saat ini terdapat 800 orang Babinsa yang ditunjuk sebagai
pendamping dalam Brigade Pangan.

3. Cetak Sawah Rakyat (CSR). Merupakan  kegiatan Ekstensifikasi

Lahan yaitu membuat/mencetak lahan baru yang sebelumnya belum

ada menjadi lahan sawah yang siap untuk ditanami sehingga membantu
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mendukung peningkatan produksi padi. Dalam hal ini terjadi
penambahan lahan sawah yang nantinya akan dimasukkan dalam data
LBS (Lahan Baku Sawah) yang diregistrasi. Target dari Kementan
untuk CSR 2025 yaitu 500 ribu Ha, namun seiring perkembangan
situasi mengalami fluktuasi antara 300 sampai dengan 400 ribu Ha.
Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Kodim dalam CSR
secara garis besar sama dengan yang dilaksanakan dalam
pendampingan Oplah. Jika dilaksanakan oleh Kodim maka Kodim
sebagai tim pelaksana swakelola, jika dilakukan oleh swasta maka
Kodim bertugas mengawasi dan melaporkan untuk meyakinkan
pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Berdasarkan ketiga kegiatan di atas dilaksanakan secara simultan
bertingkat bertahap dan berlanjut dengan pendampingan dari TNI AD yang
melibatkan seluruh Satkowil jajaran TNI AD sampai dengan tingkat
Babinsa. Dengan harapan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan
optimal, jika terjadi dinamika kendala di lapangan baik secara teknis
maupun non teknis yang akan menghambat pencapaian target Swasembada
Pangan Nasional, diharapkan Satkowil TNI AD sebagai mitra strategis
Kementan RI dan unsur pemerintahan sampai dengan tingkat daerah
(Kabupaten, Kecamatan dan Desa) dapat membantu mencari solusi
bersama. Dalam strategi di atas yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten
Bandung Barat khususnya Kecamatan Lembang adalah Luas Tambah
Tanam (LTT) Padi dan Oplah Non Rawa sebagai bentuk intensifkasi lahan.
Hal ini terkait ketersediaan lahan pertanian khususnya padi di Kecamatan
Lembang relatif terbatas dihadapkan maraknya potensi alih fungsi lahan
pertanian padi menjadi kawasan wisata atau lahan pertanian komoditas
lain.

Keterlibatan TNI AD dalam hal pendampingan tersebut secara
integral dan komperhensif dari tingkat pusat (Mabesad/Sterad) sampai
dengan Tingkat daerah (Satkowil/Kodam beserta jajarannya). Kodim

0609/Cimahi merupakan bagian dari satuan Komando Kewilayahan TNI
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AD di bawah jajaran Korem 062/TN dan Kodam III/Siliwangi yang
memiliki wilayah teritorial binaan salah satunya yaitu Kabupaten Bandung
Barat termasuk Kecamatan Lembang di dalamnya. Dalam konteks kegiatan
pendampingan pencapaian Swasembada Pangan tahun 2025, Kodim
0609/Cimahi melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Bandung Barat sebagai wujud Kolaborasi. Dari sini dapat terlihat adanya
kolaborasi dari tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dimana kolaborasi
adalah salah satu metode atau instrumen utama untuk mewujudkan
prinsip- prinsip Good Governance (khususnya partisipasi dan orientasi
konsensus) dalam praktik manajemen pemerintahan.

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari pemerintahan
Provinsi Jawa Barat yang turut mengambil bagian dalam terwujudnya
ketahanan pangan wilayah melalui sektor pertanian khususnya komoditi
padi, walaupun buka sebagai wilayah sentra beras namun dengan kondisi
geografi dan demografi yang ada sangat potensial untuk mendukung
ketersediaan pangan wilayah melalui komoditas padi didukung oleh
komoditas lain seperti perkebunan maupun hortikultura. Sektor pertanian
di Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Lembang
merupakan tulang punggung ekonomi lokal, didukung hortikultura dan
agrowisata. Tantangan yang dihadapi saat ini terutama bagaimana tetap
mempertahanakan lahan pertanian khususnya sawah padi di tengah
ramainya sektor pariwisata di kecamatan Lembang. Jika tidak didukung
manajemen wilayah yang baik oleh Pemda dapat berpotensi berkurangnya
lahan sawah padi sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi
Kawasan wisata. Sebaliknya jika dilakukan manajemen yang baik dengan
membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, justru bisa dikombinasikan
antara pertanian dengan sektor wisata. Dengan demikian pendekatan
kesejahteraan masyarakat melalui potensi wisata tetap berjalan namun
tidak mengurangi kemampuan wilayah dalam menjaga ketersediaan

pangan.
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Pemberdayaan Masyarakat

Swasembada pangan merupakan tanggung jawab pemerintah,

dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat.:

1.

Mendukung Petani Lokal. Mendukung petani lokal dapat dilakukan
dengan membeli produk pertanian langsung dari petani, berpartisipasi
dalam pasar petani, atau bergabung dengan komunitas pertanian.
Dengan mendukung petani lokal, kita dapat membantu meningkatkan
kesejahteraan mereka dan mendorong produksi pangan lokal. Dalam
hal ini secara nyata dalam hal komoditi padi, bagaimana Pemda dapat
mengintervensi alur distribusi padi dari mulai hulu (olah tanah dan
olah tanam sampai dengan panen) sampai dengan hilir (akses
masyarakat mendapatkan beras lokal dengan harga terjangkau dan
kualitas yang baik). Dengan adanya pendampingan dan pengawasan
dari berbagai pihak salah satunya adalah TNI AD (Kodim) tentunya
pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan
tepat target.

Meningkatkan Kesadaran tentang Ketahanan Pangan. Meningkatkan
kesadaran tentang ketahanan pangan dapat dilakukan dengan
mengarahkan kelompok-kelompok tani untuk paling tidak terlibat
dalam hal membaca artikel, mengikuti seminar, atau berdiskusi dengan
stakeholder terkait. Dengan meningkatkan kesadaran tentang
ketahanan pangan, kita dapat lebih memahami pentingnya
swasembada pangan dan berkontribusi dalam mewujudkannya. Dalam
hal komoditi padi, pemberdayaan kelompok tani dengan berkolaborasi
dengan berbagai pihak sehingga profesi menjadi petani adalah salah
satu profesi yang menjadi idaman karena dapat dijadikan sebagai mata
pencaharian yang menentukan. Dengan demikian sedikit demi sedikit
kesan bahwa profesi sebagai petani itu kotor, miskin, berpenghasilan
pas- pas an, terbelakang dan tidak menjanjikan untuk pengidupan

jangka panjang secara perlahan dapat terkikis (Subari, 2025).
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Pembahasan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam
pembangunan nasional di tengah dinamika global yang ditandai oleh
ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, disrupsi rantai pasok, serta
pertumbuhan penduduk yang pesat (Perdana et al., 2025). Dalam konteks
ini, swasembada pangan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai
kemampuan memproduksi pangan dalam jumlah besar, melainkan sebagai
kemampuan negara untuk menjamin ketersediaan, Kketerjangkauan,
kualitas, dan keberlanjutan pangan secara mandiri dan berdaulat. Dengan
demikian, swasembada pangan merupakan refleksi dari kemandirian
nasional sekaligus indikator penting dari ketahanan dan kedaulatan negara.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara tegas
menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama Asta Cita
Kabinet Merah Putih 2024—2029. Kebijakan ini dilandasi oleh pandangan
konstitusional bahwa negara wajib hadir dalam menjamin kebutuhan dasar
rakyat, terutama pangan dan pendidikan, sebagai fondasi pembangunan
sumber daya manusia yang unggul (Gracino et al., 2021). Dalam berbagai
pidato kenegaraan, Presiden menekankan bahwa ketahanan pangan
merupakan bagian integral dari kedaulatan negara, sehingga tidak dapat
diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau bergantung pada
impor.

Langkah-langkah strategis pemerintah pusat seperti peningkatan
produksi padi dan jagung, perluasan dan perlindungan lahan pertanian,
penyesuaian harga pembelian gabah, serta penguatan peran BULOG
menunjukkan bahwa swasembada pangan diperlakukan sebagai agenda
lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan
alokasi anggaran yang sangat signifikan dalam RAPBN 2026, termasuk
subsidi pupuk, cadangan pangan nasional, dan penguatan kelembagaan
logistik negara. Namun demikian, kebijakan berskala nasional tersebut

tidak akan efektif tanpa manajemen kolaborasi yang kuat di tingkat daerah,
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sebagai arena utama implementasi kebijakan public (Yusri et al., 2024).

Menurut Dwiyanto (2005), manajemen pemerintahan daerah tidak
lagi dapat bertumpu pada pendekatan administratif yang prosedural dan
hierarkis semata. Pemerintahan daerah dituntut untuk mengembangkan
manajemen publik yang berorientasi pada hasil (result-oriented
governance), partisipatif, transparan, dan kolaboratif. Dalam konteks
swasembada pangan daerah, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena
sektor pertanian melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan
kapasitas yang berbeda-beda.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat, memiliki peran strategis sebagai:

1. Regulator, melalui pembentukan peraturan daerah dan
kebijakan yang melindungi lahan pertanian pangan
berkelanjutan;

2. Koordinator, yang menyinergikan kebijakan pusat dengan
kebutuhan dan karakteristik wilayah;

3. Fasilitator, yang membuka ruang kolaborasi antara dinas teknis,
TNI AD, sektor swasta, dan masyarakat petani.

Dalam konteks Kecamatan Lembang, tantangan terbesar adalah
tekanan alih fungsi lahan sawah akibat ekspansi sektor pariwisata dan
komoditas non-pangan. Tanpa manajemen wilayah yang kolaboratif,
potensi ini justru dapat melemahkan ketahanan pangan local (Mahendra et
al., 2024). Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI AD merupakan
bentuk konkret dari perluasan praktik good governance, khususnya prinsip
partisipasi, orientasi konsensus, dan efektivitas kebijakan. Dalam
perspektif keamanan nasional modern, krisis pangan dipandang sebagai
ancaman non- militer yang berpotensi mengganggu stabilitas negara
(Sudarwati & Nasution, 2024). Oleh karena itu, keterlibatan TNI AD dalam
mendukung ketahanan pangan melalui Operasi Militer Selain Perang
(OMSP) sebagaimana diamanatkan dalam UU TNI, menjadi relevan secara

normatif maupun strategis.
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Melalui pendekatan Pembinaan Teritorial (Binter), TNI AD
khususnya melalui struktur komando kewilayahan hingga tingkat Babinsa
berperan sebagai katalis dan pengawal implementasi kebijakan pertanian
di lapangan. Keunggulan TNI AD terletak pada:

- Struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa;

- Disiplin dan kemampuan mobilisasi sumber daya;

- Kedekatan sosial Babinsa dengan masyarakat petani.

Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, Kodim 0609/Cimahi
menjadi simpul penting kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian
Pertanian, dan kelompok tani. Kolaborasi ini tidak bersifat subordinatif,
melainkan kemitraan fungsional, di mana TNI AD tidak mengambil alih
kewenangan sipil, tetapi memperkuat kapasitas pelaksanaan kebijakan
publik.

Kebutuhan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan
pada tahun 2025 mendorong Kementerian Pertanian RI untuk
mengakselerasi rencana strategisnya melalui kolaborasi lintas kementerian
dan lembaga. Program strategis seperti Luas Tambah Tanam (LTT) Padi,
Optimasi Lahan (Oplah), dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) menjadi
instrumen utama intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Dalam kerangka manajemen kolaborasi, pemerintah daerah
berperan sebagai eksekutor kebijakan, sementara TNI AD berfungsi sebagai
pendamping dan pengawal implementasi. Pendampingan Babinsa bersama
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menciptakan sinergi antara
pendekatan teknis dan sosial, sehingga:

- Tidak ada lahan sawah yang terlewat untuk ditanami;

- Hambatan teknis seperti irigasi, pupuk, dan alsintan dapat segera

diidentifikasi dan dicarikan solusi;

- Data luas tanam dan produksi dapat dikonsolidasikan secara

berjenjang dan akuntabel.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan sekadar

pembagian tugas, tetapi proses integratif yang menyatukan sumber daya,
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kewenangan, dan pengetahuan dari berbagai aktor.

Tabel 1. Struktur Kolaborasi Pertanian Padi di Lembang

Aktor Peran Bentuk Kegiatan Frekuensi
Penyuluhan khusus padi (PTT),
alokasi pupuk bersubsidi,
Dinas Pertanian &Fasilitator, forum koordinasi,
Ketahanan PanganKoordinator &monitoring luas tanam 1x/bulan
KBB Regulator
Program TMMD
(rehabilitasi jaringan irigasi
tersier, jalan usaha tani),
pendampingan
Penggerak, PelindungBabinsa untuk cegah alih fungsi
KODIM Lahan, & Pemersatu [lahan, Berkala
0609/Cimahi pengawalan distribusi pupuk(TMMD) &
bersubsidi Rutin (Babinsa)
\Aktor Peran Bentuk Kegiatan Frekuensi
Budidaya padi, Harian/Musim
Kelompok  TanilPelaksana Utama pengelolaan air, panen, pascaan
Padi anen
Bimbingan teknis PTT,}2x/bulan
Pendamping Teknisimonitoring hama penyakit,(intensif saat
PPL Khusus Padi sekolah musim tanam)
lapang
Penyaluran
pupuk/pestisida non- subsidi,1—2x/bulan
Swasta/Koperasi [Mitra Input &pembelian (intensif  saat
Offtaker gabah/beras anen)
Peraturan desa
Penjaga Kedaulatanlarangan alih fungsi, fasilitasi
Pemerintah Desa [Lahan pertemuan, Sesuai
data kepemilikan lahan kebutuhan

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan KBB berperan sebagai leading sector di tingkat daerah

dalam pelaksanaan kebijakan swasembada pangan nasional. Secara

manajerial, peran ini selaras dengan konsep manajemen pemerintahan

daerah Dberbasis

hasil (result

-oriented governance)

sebagaimana

dikemukakan Dwiyanto (2005), di mana pemerintah daerah tidak hanya

menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memfasilitasi aktor lain agar

tujuan publik tercapai. Melalui kegiatan penyuluhan khusus padi berbasis

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), alokasi pupuk bersubsidi, forum
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koordinasi lintas aktor, serta monitoring luas tanam, Dinas Pertanian
menjalankan fungsi regulatif sekaligus katalisator. Frekuensi kegiatan yang
dilakukan secara rutin (minimal satu kali per bulan) menunjukkan adanya
mekanisme pengendalian dan evaluasi berkelanjutan, yang penting dalam
menjaga konsistensi program pangan.

Tidak hanya itu, Keterlibatan KODIM 0609/Cimahi mencerminkan
implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di sektor ketahanan
pangan. TNI AD, melalui struktur komando teritorial (Kodim—Koramil-
Babinsa), berfungsi sebagai aktor penggerak sosial dan penjaga stabilitas
wilayah, terutama dalam konteks perlindungan lahan pertanian dari alih
fungsi. Program TNIT Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang meliputi
rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pembangunan jalan usaha tani
memiliki dampak langsung terhadap efisiensi produksi dan distribusi hasil
panen. Selain itu, pendampingan Babinsa dalam pengawalan pupuk
bersubsidi dan pengawasan lahan sawah memperkuat aspek keamanan
pangan sebagai bagian dari keamanan nasional.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kelompok tani merupakan
actor inti dalam ekosistem kolaborasi ini karena merekalah yang secara
langsung melaksanakan budidaya padi, mulai dari pengolahan lahan,
pengelolaan air, hingga panen dan pasca panen. Aktivitas yang bersifat
harian dan musiman menunjukkan bahwa kelompok tani adalah produsen
nyata pangan bukan hanya sekadar penerima kebijakan (Afriyanti &
Abdullah, 2025).

Pada kolom PPLberfungsi sebagai jembatan pengetahuan knowledge
broker antara inovasi pertanian dan praktik lapangan. Melalui bimbingan
teknis PPT,monitoring hama dan penyakit, serta sekolah lapang, PPL
memastikan bahwa kebijakan dan teknologi diterapkan secara tepat oleh
petani. Selain itu, sektor swasta dan koperasi berperan sebagai
penyeimbang ekonomi dalam kolaborasi ini. Mereka menyediakan input
non subsidi terkait pupuk dan pestisida serta bertindak sebagai offtaker

yang menyerap gabah atau beras petani. Peran ini dinilai krusial dalam
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menjaga kepastian pasar dan stabilitas harga ketika masa panen.
Pemerintah desa juga memiliki peran strategis sebagai penjaga kedaulatan
lahan pertanian melalui peraturan desa yang melarang alih fungsi lahan
(Aziz, 2025). Selain itu, desa memfasilitasi pertemuan warga dan
menyediakan data kepemilikan lahan yang menjadi dasar pengambilan
kebijakan pertanian dimana peran ini sejalan dengan konsep governance
berbasis wilayah place based governance.

Berdasarkan berita yang dimuat oleh Bisnis.com pada 22 Oktober
2025 menandai suatu momentum penting dalam Sejarah Kebijakan pangan
di Indonesia yakni keberhasilan Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada
tahun 2025 dan dinilai telah melampaui konsep swasembada pangan
(Digital, 2025). Berita ini secara kuat ditopang oleh data kuantitatif resmi
dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan FAO. Luas panen padi Januari-
November 2025 mencapai 10,86 juta hektare, meningkat 12,08%, dengan
produksi 57,60 juta ton GKG atau setara 33,19 juta ton beras, naik sekitar 4
juta ton dibanding tahun sebelumnya. Data ini menjadi dasar objektif yang
menguatkan klaim keberhasilan swasembada. Berikut merupakan hasil

sesudah diberlakukannya kolaborasi:

Tabel 2. Contoh Evaluasi Dampak Kolaborasi pada Komoditas Padi (Data
Simulatif Berbasis Realitas Pertanian Lembang)

Sebelum Sesudah Persentase
Indikator Kolaborasi Kolaborasi Peningkatan
Produktivitas Padi
(kuintal/ha) 52,3 57,8 +10,5%
Pendapatan Petani Padi
(Rp/musim) 6.800.000 8.100.000 +19,1%
Jumlah Pertemuan|
Koordinasi 4/tahun 10/tahun +150%
Luas Lahan Sawah yang
Terjaga dari Alih Fungsi
(ha) 895 025 +3,4%
Tingkat Kepuasan Petani
(Skala 1-5) 2,8 3,7 +32,1%

Penjelasan dan Justifikasi Data Simulatif:
1. Produktivitas Padi (kuintal/ha):
a. Baseline : 52,3 kuintal/ha (berdasarkan rata-rata

produktivitas padi di Jawa Barat tahun 2023 - BPS)
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b. Pasca Kolaborasi : 57,8 kuintal/ha (+10,5%)
c. Justifikasi : Peningkatan realistis melalui perbaikan irigasi
TMMD dan pendampingan teknis PPL-Babinsa.
Produktivitas padi mengalami peningkatan dari 52,3 kuintal/ha
menjadi 57,8 kuintal/ha hal ini mengalami peningkatan sebesar 10,5%
setelah kolaborasi dijalankan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sinergi
antar actor mampu mendorong efisiensi budidaya padi melalui penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu, perbaikan jaringan irigasi tersier melalui
program TMMD serta pendampingan intensif oleh PPL dan Babinsa.
2. Pendapatan Petani Padi (Rp/musim):
a. Baseline: Rp 6.800.000 (berdasarkan data pola tanam dan
harga gabah di Lembang)
b. Pasca Kolaborasi: Rp 8.100.000 (+19,1%)
c. Justifikasi: Kombinasi peningkatan produktivitas dan efisiensi
biaya produksi
Pendapatan petani padi meningkat dari Rp 6.800.000 menjadi Rp
8.100.000/ musim tanam atau naik sebesar 19,1%. Peningkatan ini tidak
hanya disebabkan oleh naiknya produktivitas, tetapi karena adanya
perbaikan tata niaga dan kepastian pasar melalui keterlibatan koperasi dan
sektor swasta sebagai offtaker.
3. Jumlah Pertemuan Koordinasi:
a. Baseline: 4 kali/tahun (hanya musim tanam)
b. Pasca Kolaborasi: 10 kali/tahun (rutin bulanan plus musim
tanam)
c. Justifikasi: Implementasi forum koordinasi terstruktur
dengan KODIM
Jumlah pertemuan koordinasi meningkat signifikan dari 4 kali/tahun
menjadi 10kali/tahun. Indicator ini mencerminkan penguatan proses
kolaboratif terkhusus dalam hal dialog tatap muka, pertukaran
informasi, dan penyelesaian masalah lintas sektor. Ansell dan Gash (2008)

menekankan bahwa frekuensi dan kualitas dialog merupakan prasyarat
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utama keberhasilan collaborative governance. Dalam konteks ini,
meningkatnya intensitas pertemuan antara Dinas Pertanian, KODIM, PPL,
pemerintah desa, dan kelompook tani memungkinkan respon yang lebih
cepat terhadap kendala lapangan, seperti kekurangan pupuk, gangguan
irigasi, atau serangan hama.
4. Luas Lahan Sawah yang Terjaga:
a. Baseline: 895 ha (data luas baku sawah Lembang 2023)
b. Pasca Kolaborasi: 925 ha (+30 ha melalui reclaiming lahan
marginal)
c. Justifikasi: Program TMMD reclaiming lahan dan
pengawasan Babinsa
Luas lahan sawah yang berhasil dipertahankan dari alih fungsi
meningkat menjadi 925 ha. Meskipun persentase peningkatan relative kecil,
indicator ini dinilai penting dalam konteks Kecamatan Lembang yang
memiliki tekanan tinggi terhadap alih fungsi lahan menjadi Kawasan wisata
dan permukiman. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kolaborasi
antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan KODIM 0609/Cimahi
dalam menjaga kedaulatan lahan pertanian. Peran Babinsa dalam
pengawasan wilayah serta keberadaan peraturan desa tentang larangan alih
fungsi lahan memperkuat kapasitas control sosial di Tingkat lokal.
5. Tingkat Kepuasan Petani:
a. Baseline: 2,8 (skala rendah - masalah irigasi dan pemasaran)
b. Pasca Kolaborasi: 3,7 (skala memuaskan - perbaikan layanan)
c. Justifikasi: Survei kepuasan dengan sample 50 petani padi
Tingkat kepuasan petani meningkat dari 2,8 menjadi 3,7. Indicator
ini merefleksikan dimensi subjektif dari keberhasilan kolaborasi, yaitu
persepsi petani terhadap kualitas layanan pemerintah, -efektivitas
pendampingan, dan kebermanfaatan program. Dalam kerangka good
governance, kepuasan Masyarakat merupakan
indicator penting keberhasilan pelayanan public (Dwiyanto, 2005).

Peningkatan kepuasan petani menunjukkan bahwa mereka tidak lagi
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diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif dalam

proses Pembangunan pertanian.

Tabel 3. Faktor Pendukung & Penghambat Kolaborasi

Faktor Pendukung Faktor Penghambat
Dukungan kebijakan Pemda Tekanan alih fungsi lahan untuk villa dan
(perlindungan lahan pertanian pangan) agrowisata

Kepercayaan antaraktor, terutama peran BabinsaKomunikasilintaslembagakurang optimal
dalam mengawasi lahan
Keterlibatan aktif PPL dan Babinsa dalam gerakan[Fluktuasi harga gabah yang merugikan petani
tanam serentak
Rehabilitasi infrastrukturirigasi melalui TMMD  [Keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi
Sinergi dalam pengawasan distribusi pupukKoordinasi teknis antara PPL dan Babinsal
bersubsidi dalam hal pengairan dan hama

Diagram Alur Kolaborasi

MABESAD-KODAM
sand III/SLW DANKOREM hasy KEMENTANRI .

']
: 062/TN :
: PEMKAB
: BANDUNGBARAT
FORUM DISTAN &
KODIM CIMAHI » KOMUNIKASI « HANPANGANEKAB.
MULTI-AKTOR BANDUNG BARAT
POKTAN,
KOPERASI'SWASTA.
& PPL
PRODUKSI
PANEN & PASCA PANEN

Gambar 1. Diagram Alur
Peran Katalisator dan Protektor

KODIM Cimahi, melalui program TMMD, berperan sebagai

katalisator dengan merehabilitasi jaringan irigasi tersier yang vital bagi
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sawah. Lebih dari itu, melalui Babinsa, KODIM berperan sebagai protektor
lahan dengan melakukan pendekatan preemtif dan preventif untuk
mencegah alih fungsi lahan sawah produktif, yang menjadi ancaman nyata

di Lembang.

Pendampingan Teknis dan Sosial

Babinsa berperan sebagai ujung tombak kolaborasi yang
menghubungkan aspek teknis (dari PPL) dengan aspek sosial
kemasyarakatan. Kedekatannya dengan petani padi memudahkan
sosialisasi gerakan tanam serentak dan membantu PPL dalam memantau

kondisi sawah serta mendeteksi dini serangan hama.

Pemersatu dan Penjaga Stabilitas

Dalam konteks Lembang yang memiliki dinamika kepentingan tinggi
antara pertanian padi, agrowisata, dan pembangunan properti, KODIM
seringkali menjadi mediator yang netral dan dipercaya untuk mendamaikan
potensi konflik lahan. Kehadiran mereka menciptakan rasa aman dan

stabilitas yang kondusif bagi petani untuk terus berproduksi.

SIMPULAN

Penelitian ini memperluas pemaknaan swasembada pangan tidak
hanya sebagai ketiadaan impor, tetapi sebagai kondisi sistemik yang
mencakup peningkatan produksi, efisiensi pertanian, stabilitas harga, serta
keberlanjutan sumber daya. Temuan penelitian menegaskan relevansi teori
result oriented governance dan collaborative governance dalam kebijakan
pangan nasional, dengan menunjukkan bahwa capaian swasembada
pangan sangat bergantung pada sinergi lintas aktor dan penguatan
kelembagaan dari tingkat pusat hingga daerah. Kolaborasi antara
pemerintah daerah, TNI AD, penyuluh pertanian, dan petani terbukti
menjadi elemen integral dalam mendukung keberhasilan kebijakan pangan

nasional. Oleh karena itu, pengembangan sumber pangan lokal secara
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beragam, mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan
perikanan, menjadi penting tidak hanya untuk memperkuat ketahanan
pangan, tetapi juga untuk menyediakan pilihan pangan yang lebih beragam
dan bergizi bagi masyarakat.

Dari sisi kebijakan publik, penelitian ini menekankan pentingnya
menjaga kebijakan swasembada pangan melalui pendekatan berbasis data
dan evaluasi berkelanjutan agar keberhasilan produksi tidak bersifat
temporer, serta memperluas fokus kebijakan dari sekadar peningkatan
produksi menuju stabilitas harga dan pemerataan distribusi pangan. Model
kolaborasi lintas sektor perlu dipertahankan dan diperkuat, seiring dengan
arah kebijakan pangan nasional yang semakin menekankan pertanian
presisi dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penelitian ini
merekomendasikan penguatan peran KODIM dalam forum kolaborasi
pangan daerah, pengembangan skema pembiayaan kolaboratif antara TNI
dan pemerintah daerah, pelatihan terpadu bagi penyuluh pertanian dan
Babinsa, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis
hasil yang melibatkan seluruh aktor dengan indikator utama seperti

produktivitas padi, luas baku sawah, dan tingkat pendapatan petani.
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